
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, 
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 
5 (lima) tahun, perlu penjabaran Tujuan, Sasaran, Program 
dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD 
ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota 
Kendari Tahun 2017-2022; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI 
TAHON 2017-2022 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR .} !) TAHON 2018 

TENTANG 

WALIKOTA KENDARI 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



Nomor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor3); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 729); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan 
peraturan daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka 
panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana 
Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 
Kendari tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2016 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 
5); 

23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Kendari tahun 2017 - 2022 ( Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2018 Nomor 7); 



1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari. 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan 
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan 
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah Kota Kendari. 

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Kendari. 

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah. 

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 5 lima) Tahunan. 

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil ( outcome) program Perangkat Daerah. 

11. Strategi adalah langkah berisikan program program sebagai perioritas 
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

12. Arab Kebijakan adalahRumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi. 

13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai 
sasaran RPJMD 

14. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas 
dan fungsi. 

15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan 
untuk mencapai sasaran RPJMD. 

16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan 
yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
( output) dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program. 

17. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka 
mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) 
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun, yakni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. 

19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) 
tahun, yakni Tahun 201 7 sampai dengan Tahun 2022. 

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 



Bagian ini menjelaskan dan menyajikan tugas, fungsi, dan 
struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat 
daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan 
peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH; 
Bab ini menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas 
dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan 
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, 
telaahan renstra K/ L dan renstra, telaahan rencana tata ruang 
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan 
isu-isu strategis. 
TUJUAN DAN SASARAN; 
Bab ini berisi dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 
sasaran jangka menengah perangkat daerah. 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 
perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
mendatang. 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; BAB VI. 

BAB V. 

BAB IV. 

BAB III. 

BAB II. 

Pasal 2 
(1) Renstra-PD Kota Kendari, adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN; 
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan 
tujuan serta sistematika penulisan. 
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; 

BAB II 
SISTEMATIKA 

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran ( output) dan hasil ( outcome) terhadap rencana dan 
standar. 

22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan 
/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 
pembangunan. 

23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaraan dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output) hasil (outcome), dampak (impact). 

24. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara 
minimal. 

25. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa 
dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil 
( outcome) dapat terwujud. 

26. Hasil (outcome) adalahkeadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam 
suatu program. 

27. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 
pembangunan / layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil ( outcome) 
beberapa program. 



DERITA DA RAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 3J 
MAD 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal b - t!l -- 2018. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDARI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Ditetapkan di 6 -6'-Kendari 
pada tanggal 2018 

Plt. WALIKOTA KENDARI 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Renstra-PD beserta isi dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam lampiran yang merupakan Satu Kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 3 

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator 
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
Bab ini memberikan indikator kinerja perangkat daerah yang 
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 
perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai 
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
RPJMD. 

BAB VIII. PENUTUP. 
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